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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul “Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”. Tesis dengan 

judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis kendala  pengaturan 

sistem presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden di Indonesia, serta mengkaji upaya untuk mengatasi kendala 

pengaturan sistem presidential threshold dalam pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah 

hukum dan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. 

Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Demokrasi dan Teori Pemilihan Umum 

digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sistem presidential threshold 

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia sudah 

diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Kendala dalam pengaturan sistem presidential threshold 

dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ialah partai 

baru tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Upaya untuk 

mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan peninjauan 

terhadap ketentuan presidensial threshold dan juga melakukan judicial 

review ke Mahkamah Konstitusi.  

 

           Kata kunci: Pengaturan Sistem, Presidensial Threshold, Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil  Presiden. 
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Abstract 

This thesis is entitled "Settings of Presidential Threshold 

System in the General Election of the President and Vice President in 

Indonesia". The thesis aims to find and analyze the obstacles of the 

presidential threshold system management in the presidential and vice 

presidential elections in Indonesia and examine the solutions to 

overcome the obstacles of the presidential threshold system in the 

presidential and vice presidential elections in Indonesia. This research 

is a normative research with a legislative approach, a legal history 

approach and a legal political approach. Sources of the data are 

primary legal data and secondary legal data. Methods of data 

collection are using literature studies and interviews. Primary legal 

materials and secondary legal materials are analyzed using legal 

analysis methods. The deductive thinking process is used to make 

conclusions. People’s Sovereignty Theory, Democratic Theory and 

General Election Theory are used as an analysis in examining the 

results of the study. The results of this study indicate that the 

presidential threshold system in the presidential and vice presidential 

elections in Indonesia has been regulated in Article 222 of Law 

Number 7 of 2017 concerning General Elections. Constraints in the 

regulation of the presidential threshold system in the presidential and 

vice presidential elections in Indonesia is that the new party cannot 

nominate candidates for president and vice president. Efforts to 

overcome these obstacles are by reviewing the presidential threshold 

provisions and also conducting a judicial review to the Constitutional 

Court. 

 

Keywords: System settings, Threshold Presidential, General Election 

of President and Vice President. 

 

 

 


